
 

  

LEMBARAN NEGARA 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2017  

TENTANG 

SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi perencanaan dan 

penganggaran pembangunan nasional dan sesuai 

ketentuan Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 27 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu 

dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan 

penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, 

efektif, dan efisien; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional;  

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SINKRONISASI 

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan 

dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran 

pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian 

Sasaran pembangunan. 

2. Sasaran adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai 

tujuan pembangunan nasional. 

3. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan 

dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan 

misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang 

urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi 

tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau 

beberapa program untuk mencapai sasaran strategis 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dengan indikator kinerja yang terukur. 

4. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan 

yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program 

Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 

5. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek 

untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan 
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Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden 

lainnya. 

6. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan 

dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional. 

7. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat 

signifikan dan strategis untuk mencapai Program 

Prioritas. 

8. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan 

usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu 

tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas 

Pembangunan. 

9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan 

nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada 

tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 

Desember. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, 

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumen 

perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 

(satu) tahun. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, 

yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen 

rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang 

disusun menurut bagian anggaran 

kementerian/lembaga. 

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran 

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 

13. Keluaran (Output) adalah barang/jasa yang dihasilkan 

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian Sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 
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Pasal 2  

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: 

a. kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan 

nasional; 

b. evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran 

serta kebijakan tahun berjalan;  

c. perencanaan dan penganggaran; 

d. pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta nota 

keuangan; 

e. penelaahan RKA-K/L dan penerbitan DIPA; 

f.  pemutakhiran RKP; 

g. pelaksanaan anggaran; 

h. pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; dan 

i. sistem informasi perencanaan dan penganggaran. 

 

BAB II 

KAIDAH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  

PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Pasal 3 

Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional 

dilaksanakan melalui kaidah: 

a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran 

pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan 

penganggaran berbasis program (money follow program) 

melalui penganggaran berbasis kinerja. 

b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan 

keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang 

lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian 

Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi 

Presiden yang dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP 

dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, 

integratif dan spasial. 
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c. Pendekatan penganggaran berbasis program (money 

follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan 

melalui: 

1. kerangka pendanaan; 

2. kerangka regulasi; dan 

3. kerangka pelayanan umum dan investasi. 

 

Pasal 4 

(1) Kerangka Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c angka 1 dilakukan melalui 

pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber 

pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang 

dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran 

pembangunan nasional. 

(2) Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf c angka 2 dilakukan melalui sinergi proses 

perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 

memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku 

masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan nasional. 

(3) Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 dilakukan 

melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta 

dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik 

yang diperlukan oleh masyarakat. 

 

BAB III 

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAN KINERJA 

ANGGARAN SERTA KEBIJAKAN TAHUN BERJALAN  

 

Pasal 5 

(1) Dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan 

penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan 

evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 

sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan. 
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